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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1   Anggaran 

2.1.1  Definisi Anggaran Sektor Publik 

Menurut National on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini 

telah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), defenisi 

anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi 

pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk 

membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2006:164). 

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam 

bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam 

bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang 

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 

mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, (Mardiasmo, 2002:62). 

 

2.1.2  Fungsi Anggaran Sektor Publik 

 (Mardiasmo, 2002:63) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam 

manajemen sektor publik adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool) 

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan 

organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa 

yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan 

berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool) 

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah 

tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan 

tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, mentri, gubernur, bupati, 

manajer, publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor 

publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) 

eksekutif. 
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3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui 

anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, 

sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi atau estimasi ekonomi. Anggaran 

dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan  mengkoordinsikan 

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool) 

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan 

keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan 

dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif 

atas pengguna dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan 

sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena 

itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition 

building, keahlian bernegoisasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen 

keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar 

sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah 

disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan 

kredibilitas pemerintah. 

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan 

Komunikasi(Coordination and Communication Tool) 

Setiap unit pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. 

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya 

inkonsistensi suatu unit kerja dalam  pencapaian tujuan organisasi. Di samping 

itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja 

dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh 

bagian organisasi untuk dilaksanakan. 

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement 

Tool) 

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada 

pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan 

pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksaanaan anggaran.Kinerja 

manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif 

untuk pengendalian dan penilaian kinerja. 

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stanya 

agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, 

anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but 

achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu 

tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah 

sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 
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8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere) 

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. 

Masyarakat,LSM,Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan 

harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang 

terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk 

kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi 

akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. 

 

2.1.3    Prinsip-Prinsip Pokok dalam  Siklus Anggaran 

 Menurut Hanley el all (dalam Mardiasmo, 2002:70) siklus anggaran 

meliputi empat tahap yang terdiri atas: 

1. Tahap persiapan anggaran (prepariton) 

2. Tahap ratifikasi (approval/ratification) 

3. Tahap Implementasi (Implemeniation) 

4. Tahap pelaporan dan evaluasi (Reporting & Evaluation) 

 

2.2   Penganggaran Berbasis Kinerja 

2.2.1  Pengertian Penganggaran Berbasis Kinerja 

Penganggaran berbasis kinerja adalah perencanaan kinerja tahunan secara 

terintegritasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan program dan 

hasil yang diinginkan dari program tersebut.(Bastian, 2006:171). 

Pendekatan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai 

kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang 

disebabakan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan 

pendekatan kinerja sangat menekankan konsep value for money dan pengawasan 

atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan 

pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistimatis dan rasional dalam 

proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:84). 

 

2.2.2  Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Marc & Jim (dalam Anggarini, 2010:101) tujuan disusunnya 

anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan 

produktivitas dari belanja pemerintah. 
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Sedangkan menurut VanLandingham, Wellman, Andrews (dalam 

Anggarini, 2010:102) terinci sebagai berikut: 

1. Meningkatkan akuntabilitas agensi dengan memfasilitasi misi dan 

pendefinisian tujuan, evaluasi kinerja, dan pemanfaatan informasi 

kinerja dalam perencanaan dan pengambilan keputusan penganggaran.  

2. Meningkatkan fleksibilitas anggaran agensi dengan menfokuskan proses 

aprosiasi legislatif pada keluaran, bukan input.  

3. Menyempurnakan koordinasi, menghilangkan duplikasi program, dan 

menyajikan informasi yang tepat untuk pengambil keputusan.  

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintah, dengan 

asumsi jika masyarakat lebih tertarik pada hasil dibanding proses.  

5. Mengembangkan incentive agensi menjadi lebih efisien dan efektif 

 

2.3     Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus 

anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah 

adalah sebagai berikut :  

1. Perencanaan Anggaran  

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan 

bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional serta 

keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan 

menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem 

perencanaan pembangunan nasional, yang mencakup penyelenggaraan 

perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional 

atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara 

terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Perencanaan 

anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan disusunnya 

Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari 

beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

PemerintahDaerah.  
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2. Pelaksanaan Anggaran  

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah (SEKDA). Pelaksanaan 

anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan 

mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh 

karena itu, pelaksanaan anggaran harus:  

a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang 

diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan;  

b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam 

ekonomi makro;  

c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya;  

d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.  

Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap 

wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan 

pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran 

serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.  

 

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran  

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan secara periodik yang mencakup:  

a) Laporan realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  

b) Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  

c) Catatan atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan melaporkan arus 

kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan 

sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi 

pemerintahan.  

 

4. Evaluasi Kinerja  

Merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan 

kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

yang dibebankan kepadanya. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar 

organisasi yangbersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan 

kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka 

pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut 

dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. 
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2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

2.4.1 Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban 

seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan 

dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa 

laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal 

inimerupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atauunit 

organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yangtelah dibebankan 

kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya 

manusia, dana, sarana prasarana,dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber 

daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya 

alam,peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik. 

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan 

bahwa  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dakam mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan 

perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui 

media pertanggungjawaban secara periodik. 

 

2.5 Kejelasan Sasaran Anggaran   

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh 

mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar 

anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas 

pencapaian tersebut. Menurut Saputra (2014), agar pengukuran sasaran efektif ada 
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7 indikator yang diperlukan, yaitu : tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran 

prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi  

Pada konteks pemerintah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada 

aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai 

instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk 

memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan 

perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.  

  

2.6 Kerangka Pemikiran  

Dikeluarkanya Undang-undang No.32 tahun2004 dan Undang-undang 

No.33 tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya PP Nomor 58 tahun 

2005 dan revisi PP dan Permendagri pendukungnya, membawa paradigma baru 

dalam hal pengelolaan keungan daerah.Perubahan paradigma ini meliputi 

penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja, dan pertanggungjawaban 

atas penyelenggaran kegiatan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 

keterbukaan informasi dan tuntutan penghindaran dan pemberhasilan dari 

kegiatan-kegiatan yang berbau KKN. 

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan 

suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan 

mengendalikan belanja yang berusaha untuk mengaitkan langsung antara keluaran 

(output) dengan hasil (outcome) yang disertai dengan penekanan terhadap 

efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialok (Anggarini,2010:99). Anggaran 

dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan 

pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk 

mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok 

ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2002:84) 

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus 

anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 



15 
 

daerahyaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja sehingga akan tercipta 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik. 

Selain penerapan anggaran berbsis kinerja, menurut Baswir (dalam 

Anggarini, 2010:24) pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan organisasi sektor 

publik terdapat beberapa prinsip-prinsip. Salah satu prinsipnya adalah tingkat 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada konteks pemerintah 

daerah, sasaran anggaran terakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Adanya sasaran 

anggaran yang jelas akan memudahkan aparat pemerintah untuk menyusun target-

target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai 

dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.7  Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti  Judul  Variabel  Hasil penelitian 

1 Lian 

Safrudin 

(2016) 

Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap 

Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah 

Variabel 

independen:  

Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja  

Variabel dependen: 

Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

perencanaan 

anggaran dan 

pelaporan/ 

pertanggungjawaban 

anggaran 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

instansi pemerintah 

daerah sedangkan 

pelaksanaan 

anggaran dan 

evaluasi kinerja 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

instansi pemerintah 

daerah 

2 Indriani 

Yulia 

Friska 

(2014) 

Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Dengan 

Komitmen 

Organisasi Sebagai 

Variable 

Pemoderating (Studi 

Vaariabel 

independen: 

Pengaruh 

Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja  

Variabel dependen: 

Akuntabilitas 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa perencanaan, 

implementasi, 

pelaporan anggaran, 

dan evalusi kinerja 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

akuntabilitas kinerja 
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Kasus SKPD 

Provinsi Jambi) 

Kinerja 

Variabel 

Moderating : 

Komitmen 

Organisasi 

instansi pemerintah, 

sedangkan secara 

parsial hanya 

variabel 

implementasi dan 

pelaporan saja yang 

berpengaruh positif. 

Sementara itu 

komitmen orgnisasi 

hanya dapat 

memoderasi 

implmentasi 

anggaran saja. 

3 Haspiarti 

(2012) 

Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah(Studi 

Pada Pemerintah 

Kota Parepare) 

Variabel 

independen : 

Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja  

Variabel dependen: 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa 

perencanaan 

anggaran dan 

pelaporan/ 

pertanggungjawaban 

anggaran 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

dan pelaksanaan 

anggaran serta 

evaluasi kinerja 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 
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terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

4 Komang 

Sri 

Endrayani 

(2014) 

Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (Studi 

Kasus pada Dinas 

Kehutanan UPT 

KPH Bali Tengah 

Kota Singaraja) 

Variabel 

independen : 

Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja  

Variabel dependen: 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Hasil penelitian 

memperlihatkan 

bahwa penerapan 

anggaran berbasis 

kinerja berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

5. Muda 

(2005) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Anggaran 

dan Pelaksanaan 

Anggaran terhadap 

Kinerja instansi 

Pemerintah pada 

Skretariat 

Kota Kota Bandar 

Lampung. 

Variabel 

independen: 

Perencanaan 

Anggaran dan 

Pelaksanaan 

Anggaran  

Variabel dependen: 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

terdapat 

pengaruh 

Perencanaan 

Anggaran terhadap 

Kinerja instansi 

Pemerintah pada 

Sekretariat Kota 

Kota Bandar 

Lampung dan 

terdapat pengaruh 

Pelaksanaan 

Anggaran terhadap 

Kinerja instansi 

Pemerintah pada 

Sekretariat Kota 
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Kota 

Bandar Lampung, 

6. Sally 

(2016) 

Pengaruh Kejelasan 

Anggaran, 

Pengendalian 

Internal, dan Sistem 

Pelaporan terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Variabel 

independen : 

Kejelasan 

Anggaran, 

Pengendalian 

Internal, dan 

Sistem Pelaporan 

Variabel dependen: 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

kejelasan anggaran 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, 

pengendalian 

internal berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, 

dan system 

pelaporan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

akuntabilitas 

kinerjainstansi 

pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jurnal dan Skripsi 
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2.8  Hipotesis Penelitian  

2.8.1 Pengaruh Perancanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safrudin (2016) dengan judul 

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah menunjukkan  bahwa perencanaan anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Haspiarti (2012) dengan Judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota 

Parepare) hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanan anggaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh 

karena itu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Perencanaan Anggaran Berpengaruh positif terhadap Kinerja instansi 

Pemerintah. 

 

2.8.2 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas  

Kinerja Instansi Pemerintah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) terdapat 

pengaruh positif Pelaksanaaan Anggaran terhadap Kinerja instansi Pemerintah 

pada Sekretariat Kota Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Haspriati (2012) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Olehkarena itu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 :Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 
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2.8.3 Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safrudin (2016) dengan judul 

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah menunjukkan  bahwa pelaporan/pertanggungjawaban 

anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan Judul Pengaruh 

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare) hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3:Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 

2.8.4 Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian Haspriati (2012) menunjukkan bahwa 

evaluasikinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah.Oleh karena itu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H4:Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

 

2.8.5 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sally (2016) dengan judul 

Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

H5:Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 


